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Goncangan ekonomi yang timbul pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) mengakibatkan dampak sosio-ekonomi di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Pemerintah di berbagai negara melakukan belanja bantuan sosial
sebagai salah satu respons terhadap kondisi tersebut. Berbagai desain penyesuaian
bantuan sosial yang responsif diterapkan, mulai dari peningkatan alokasi anggaran,
perluasan cakupan penerima manfaat program, penambahan durasi dan percepatan
frekuensi pencairan program, serta peningkatan manfaat dari bantuan sosial
tersebut. Selain itu, berbagai negara pun merespons melalui skema jaringan

pengaman sosial untuk menangani dampak sosio-ekonomi yang tengah melanda.

Studi ini mencoba melihat upaya penerapan jaringan pengaman sosial di masa
krisis, terutama bantuan sosial tunai bersyarat (conditional cash transfer) Program
Keluarga Harapan (PKH), yang menjadi bantuan sosial reguler untuk mencegah
dampak sosio-ekonomi disproporsional COVID-19 terhadap kelompok rumah
tangga berpendapatan rendah. Analisis temuan pada studi ini mencoba untuk
menjabarkan risiko kerentanan sosio-ekonomi pada keluarga penerima manfaat
PKH dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada pemberian program pada masa
COVID-19, dengan mengambil studi pada 10 provinsi di Indonesia dan menggunakan
pendekatan analisis gender. Sebagai rekomendasi, studi ini berusaha melihat

potensi optimalisasi program secara komprehensif dengan dukungan mekanisme.



Ringkasan EKSEKULIT ............ccoiiiiiiee e i

DAftar KONTEN ....o..oeieeeeee ettt ii
Daftar Grafik ......c.ooeeeieeee et iii
DAftar TAb@l ..ot e iii
Daftar SINGKAtAN .........ooeie et iv
Latar BElaKang ........ccooooieiieieee ettt 1
Profil Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19 ............cccooiiiiiiiiciceeeee, 7

Tinjauan Isu Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan Aspek Komponen

Program Keluarga Harapan ..........cc.ooouiiiiiioieeee e 14
Tantangan Pemberian Program Keluarga Harapan pada Masa COVID-19 ............ 22
REKOMENAASI ..ottt 25
RETEIENST ...ttt 26
Profil PENUIIS .....oviiiiiiiee et 27

Profil LEMDBAGA ....ceeeeeeeeee et 28



Daftar Grafik

Grafik 1.1 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-

20T ettt ettt ettt et ettt e et e ete et et e ateeaeenneaeas 2
Grafik 1.2 Dampak COVID-19 terhadap Penghasilan Rumah Tangga..................... 4
Grafik 1.3 Perluasan Cakupan KPM pada Studi di 10 Provinsi ...........cccccoeevveveennne. 11

Grafik 1.4 Proporsi Kriteria Komponen Penerima Manfaat Berdasarkan Aspek

KOMPONEN PKH ...ttt et e e et e e eeve e e e nnreeeenes 12
Grafik 1.5 Proporsi Aspek Komponen PKH di 10 Provinsi ..........ccccccecveeveviiniieeeennn. 13
Grafik 1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 di 10 Provinsi.................... 16
Grafik 1.7 Grafik Prevalensi Stunting di 10 Provinsi ..........cccoceeeveviiieieieciiceeee, 19
Grafik 1.8 Persentase KRT Lansia Perempuan di 10 Provinsi ...........cccccocvvevveveennnne. 21

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Peta Jaring Pengaman Sosial Merespons COVID-19...........ccccevvveveenennn. 9
Tabel 1.2 Perubahan Desain PKH Sebelum dan Saat Masa Krisis COVID-19......... 10

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2079 .........ccccoovvvveieieiiereecieeane. 15



AKI

AKN
APBN
BLT

BPS
COVID-19
DTKS
IPSK

KIP

KPM

KRT

LIPI
Permensos
PKH
PSBB
Riskesdas
Sakernas
SARS

SD

SDKI
SIKS-NG

SMA
SMP
SMRC
Supas
Susenas
TNP2K

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Neonatal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Langsung Tunai

Badan Pusat Statistik

Coronavirus Disease 2079

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

llmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan
Kartu Indonesia Pintar

Keluarga Penerima Manfaat

Kepala Rumah Tangga

Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia
Peraturan Menteri Sosial

Program Keluarga Harapan

Pembatasan Sosial Skala Besar

Riset Kesehatan Dasar

Survei Ketenagakerjaan Nasional

Severe Acute Respiratory Syndrome
Sekolah Dasar

Survei Demografi Kesehatan Indonesia
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Pertama

Saiful Mujani Research and Consulting
Survei Angka Sensus

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan



Studi Pemberian Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) Pada
Masa Pandemi COVID-19

Nopitri Wahyuni
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membawa dampak sosio-ekonomi
yang signifikan kepada masyarakat rentan, terutama kelompok rumah tangga
berpendapatan rendah. Krisis bencana kesehatan yang juga direspons dengan
kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) tentu memengaruhi aktivitas
ekonomi masyarakat. Tidak dapat ditampik, pandemi ini sangat berisiko
mengakibatkan adanya penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan

ketika krisis ekonomi memuncak.

Studi dari dari Kedeputian llmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan (IPSK) dan
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 919 responden di tiga provinsi
pada bulan Mei 2020 lalu, menunjukkan bahwa 44 persen responden kehilangan
sebagian besar pendapatan dan sekitar 17 persen kehilangan pekerjaan. Sekitar 79
persen dari responden tersebut memiliki status buruh/karyawan dan lainnya adalah
berusaha sendiri di berbagai sektor, terutama perdagangan, industri, transportasi,
dan jasa. Adanya kebijakan PSBB telah berpengaruh serius terhadap aktivitas

ekonomi keseharian mereka.



Selain itu, buramnya potret ekonomi saat ini pun memperlebar jurang ketimpangan
yang ada. Ulasan dampak ekonomi COVID-19 pada laman Bruegel pada bulan Maret
2020 lalu, menyebutkan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah
memiliki kesulitan keuangan yang lebih tinggi. Ketidakmampuan mereka untuk
meminjam maupun menabung, pada akhirnya menjorokkan mereka pada
goncangan pendapatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang
(Bergamini, 2020).

Kompleksitas dampak sosio-ekonomi tersebut dapat ditelaah lebih jauh dengan
melihat kondisi kemiskinan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada
bulan September 2019 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia
mencapai 9,22 persen atau dengan kata lain, jumlah penduduk di Indonesia
mencapai 24.79 juta orang. Angka ini turun kurang lebih 0,44 persen dari kondisi
tahun 2018, yakni ketika angka kemiskinan mencapai 9,66 persen dengan jumlah

penduduk miskin mencapai 25,67 juta orang.
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Pada situasi COVID-19, berbagai studi telah dilakukan untuk melihat proyeksi
peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh The
Smeru Research Institute (2020), dampak tersebut sangat lekat dengan kondisi
kesejahteraan di Indonesia. Proyeksi dalam studi tersebut menyatakan bahwa
terdapat sekitar 1,2 juta penduduk akan terdampak. Dengan perbandingan proyeksi
dasar dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berada pada angka 5
persen, nyatanya berbagai studi justru mengestimasi bahwa COVID-19 akan

menekan angka pertumbuhan ekonomi antara 1 sampai 4 persen.

Simulasi yang dilakukan The Smeru Research Institute tersebut menghasilkan
beberapa temuan melalui berbagai skenario pertumbuhan ekonomi. Dampak
terhadap pertumbuhan ekonomi yang paling ringan akan meningkatkan angka
kemiskinan dari 9,2 persen pada bulan September 2019 menjadi 9,7 persen pada
akhir tahun 2020. Ini artinya, terdapat 1,3 juta orang akan terperosok dalam
kemiskinan. Dalam skenario dampak yang lebih besar, angka kemiskinan akan
meningkat pada angka 12,4 persen, yang artinya terdapat 8,5 juta orang lebih

menjadi miskin.

Selain studi dari lembaga di atas, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun melakukan studi serupa.
Model yang dikembangkan pada studi tersebut menjelaskan bahwa jika
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga nol persen, maka angka
kemiskinan akan naik tajam menyentuh 10,54 persen atau setidaknya
mengakibatkan 3,63 juta penduduk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Jika
dikalkulasikan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 laly,
maka setidaknya terdapat 28,42 juta penduduk miskin pada akhir tahun ini (Aulia,
Maliki & Asadullah, 2020).

Proyeksi tersebut kemudian didukung beberapa data survei tentang dampak sosio-
ekonomi COVID-19 terhadap kelompok rumah tangga. Sebuah survei yang dilakukan
oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada bulan April 2020,
menggambarkan bahwa 77 persen dari responden masyarakat Indonesia dari 34
provinsi menyatakan bahwa COVID-19 telah mengancam pendapatan mereka. Di
samping itu, terdapat 25 persen atau sekitar 50 juta penduduk dewasa mengatakan

bahwa mereka telah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tanpa pinjaman. Secara



garis besar, survei yang dilakukan terhadap 1200 responden tersebut
mengungkapkan fakta bahwa 67 persen penduduk Indonesia memiliki penurunan

kondisi ekonomi sejak pandemi COVID-19 menghantui.

Dampak COVID-19 terhadap Penghasilan Rumah Tangga
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Saiful Mujani Research and Consulting (2020), diolah

Kerentanan terhadap risiko terjebak dalam kondisi kemiskinan di atas tentunya
sangat berpengaruh terhadap kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.
Kelompok rumah tangga yang terdampak dari krisis ekonomi akan kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas baik, memotong berbagai
pengeluaran dan akan bergantung pada pinjaman (Hoelscher, Alexander & Scholz,
2009). Risiko tersebut tentu akan lebih berat pada rumah tangga yang memiliki
tanggungan anak maupun anggota keluarga lainnya di luar keluarga inti. Selain itu,
kelompok rumah tangga yang juga terbatas pada akses layanan kesehatan dasar,

gizi maupun kebutuhan air, akan menghadapi kerentanan yang tentunya lebih besar.

Di samping itu, permasalahan sosio-ekonomi COVID-19 juga sangat erat kaitannya
dengan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan. Dilansir dari
Alon dkk (2020), konsekuensi sosio-ekonomi dari pandemi COVID-19 mengarah

kepada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut terkait dengan dominasi



perempuan pada sektor pekerjaan yang rentan terlibas krisis ekonomi COVID-19,
banyaknya perempuan yang bekerja pada pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan
informal dan beban pekerjaan perawatan lebih besar yang harus dipikul perempuan
selama pandemi terjadi. Belum lagi, situasi krisis pada masa COVID-19 pun
menimbulkan kerentanan lain, termasuk adanya risiko kekerasan berbasis gender.
Bahayanya, hal ini akan semakin memperluas jurang ketimpangan gender dalam

konteks sosio-ekonomi.

Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan pada rumah tangga tersebut tentu
akan sulit dihadapi jika tidak dimitigasi melalui mekanisme jaring pengaman sosial
yang efektif. Jaring pengaman sosial yang relevan akan membantu keluarga yang
rentan secara sosio-ekonomi agar tidak terjebak dalam kemiskinan kronis dan
mampu memulihkan penghidupan setelah pandemi berakhir. Berbagai bentuk
program tersebut, baik bentuknya tunai maupun dalam bentuk barang, akan
meningkatkan perlindungan terhadap risiko dampak dari penurunan pendapatan
maupun kehilangan pekerjaan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar,
rendahnya dukungan terhadap keluarga, terutama bagi anak dan lanjut usia, serta
mengurangi kemiskinan dan eksklusi sosial secara lebih luas (/nternational Labour

Organization, 2009).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dengan beberapa kementerian
terkait memberikan respons kebijakan jaring pengaman sosial bagi kelompok
masyarakat rentan. Kementerian Sosial, seperti yang dilansir dari Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2020), meluncurkan kebijakan
pengaman sosial berupa bantuan sosial yang diambil untuk memperkuat
perlindungan sosial bagi rumah tangga/keluarga/individu yang miskin dan rentan.
Salah satu program yang terus dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH)
yang secara reguler diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh

provinsi di Indonesia.

Ketentuan secara spesifik mengenai PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
(Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos
1/2018). Program ini masuk ke dalam kategori conditional cash transfer (bantuan
tunai bersyarat) bagi rumah tangga berpendapatan rendah (miskin dan rentan) yang

telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan dari



pemberian PKH tersebut adalah untuk memperbaiki taraf hidup KPM melalui akses
layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan
yang telah tersebut di atas; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta
mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Program ini
juga dinilai sebagai bentuk perlindungan sosial yang sensitif gender dengan
membagi komponen penerima manfaat ke dalam empat kategori, yakni ibu hamil

dan anak balita, anak usia sekolah, lansia dan disabilitas.

Untuk melaksanakan program tersebut, Kementerian Sosial berpijak dari DTKS yang
menggambarkan 40 persen kelompok masyarakat terbawah. Dari pembaharuan
DTKS per bulan Januari 2020, terdapat 29 juta keluarga dan 97 juta individu yang
telah masuk ke dalam data statistik tersebut. Sampai awal tahun ini, baru terdapat
34 persen yang telah menjadi bagian dari penerima PKH. Dengan kata lain, masih
terdapat 19,14 juta keluarga yang belum mendapatkan manfaat program tersebut.
Hal ini tentu menjadi tantangan krusial yang dihadapi oleh pemerintah untuk
menyesuaikan desain pemberian bantuan sosial, baik dalam bentuk perluasan
cakupan penerima manfaat, alokasi anggaran maupun penambahan durasi dan

frekuensi pencairan.

Gambaran di atas menjadi dasar tulisan ini membahas tentang bagaimana
pemberian bantuan sosial PKH dilakukan sebagai salah satu respons kebijakan
jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19. Analisis ini lebih
mengangkat bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH memperhitungkan
keberdayaan perempuan dan anak perempuan, baik pada aspek aksesibilitas
terhadap sumber daya, partisipasi, pilihan dan ruang aman bagi perempuan sebagai
salah satu penerima manfaat dalam program sosial yang diberikan. Selain itu,
analisis temuan juga akan menggambarkan tantangan-tantangan pemberian
bantuan sosial pada masa krisis dan potensi pengembangan program ke depannya.
Sebelum mengarah pada analisis tersebut, akan terdapat pembahasan masalah dan
profil penyesuaian desain program pada masa pandemi. Di akhir tulisan, akan

terdapat usulan rekomendasi yang didasarkan dari analisis yang telah dipaparkan.



Pendekatan

Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan evaluasi proses penerapan
kebijakan dengan menganalisis data-data sekunder melalui perspektif gender.
Analisis ini memilih data sekunder dari DTKS Kementerian Sosial, data dari
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan BPS yang berkaitan dengan pemberian bantuan sosial
selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, analisis kebijakan ini fokus pada

Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Terkait dengan pemilihan sampel, dari 34 provinsi di Indonesia akan dipilih 10
provinsi. Pemilihan provinsi ini berdasarkan jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi
tertinggi berdasarkan data sebaran COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan oleh
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 5 Juni 2020. Sejauh ini, 10
provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten,
Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara

Barat.



Profil Program Keluarga Harapan di Masa

Covid-19

Sebagai bentuk respons mitigasi terhadap dampak sosio-ekonomi dari krisis
pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat mengatur beberapa respons kebijakan sosial.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat tambahan belanja dan
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk
menangani dampak COVID-19. Total tambahan tersebut sebesar Rp405,1 triliun,
yang terdiri dari tambahan belanja negara Rp255,1 triliun untuk kesehatan (Rp75
triliun), dukungan industri (Rp70,1 triliun), jaring pengaman sosial (Rp110 triliun),
serta tambahan pembiayaan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan
ekonomi nasional. Anggaran tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp677,20

triliun dengan jumlah total anggaran perlindungan sosial mencapai Rp203,90 triliun.

Sebagai gambaran, Kementrian Keuangan telah mempublikasikan peta jaring
pengaman sosial di Indonesia untuk merespons dampak sosio-ekonomi COVID-19.

Gambaran tersebut dapat dilihat melalui bagan berikut.



Tabel 1.1 Peta Jaring Pengaman Sosial Merespons COVID-19

Pragram
Keluarga
Harapan
6
5 1,3jt KPM
600 rb/KPM
4
450 VA 24 .
i B 1,3jt KPM
Desil 3 | 10juta kPM |20 juta kPM|  juta RT Jakerta dan
Pendapatan (gratis), 900
Masyarakat 2 va —I,vz' RT G600RE B
Indeks di k‘ 50 Rp&O0ORE/bIn odetabek Rp&Q0RE/bIn [di Pelatihan:
EBantuan (diskon (di luar Rp&l0rb/bin |luar penerima PKH, | Rp1jt/bulan,
per EEEER penerima [di luar kartu sembaka, Insentif:
1 komponen PEH dan penerima PKH | Bansos Sembako, | Rp600/bin,
naik 25% kartu dan Kartu Bansas Tunai dan Survei
Rp200rb/bin sembaka) Sembaka) Kartu Prakerja) [3x):Rp50rh
April-
Bulanan Bulanan 3 Bulan 3 Bulan . . .
Jangka Waktu selama 12 | Selama 12 | (April, Mei, | (April, Mei, | 2 5413 (April |3 Bulan (April, Mei, | Okt/Nav
8 . Mei, Juni) Juni) Insentif 4
bulan bulan Juni) Junij Bulan

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), diolah

Berdasarkan tabel di atas, PKH merupakan salah satu skema jaring pengaman
sosial yang mengalami perubahan desain pada masa pandemi ini. Dari sisi total
anggaran, terdapat tambahan Rp8,3 triliun yang semua Rp29,1 ftriliun. Selain ity,
indeks bantuan per komponen mengalami kenaikan mencapai 25 persen yang akan
diberikan kepada 10 juta KPM. Di sini, terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat
sebesar 8.69 persen jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pada akhir
tahun 2019 yang mencapai 9,2 juta KPM. Selain itu, terdapat perubahan pada sisi
jangka waktu pencairan bantuan tunai tersebut, yang semula dilakukan setiap

triwulan menjadi setiap bulan selama 12 bulan.

Uraian di atas menunjukkan adanya beberapa mekanisme perubahan yang terjadi
dalam pemberian PKH pada masa krisis pandemi COVID-19. Pola perubahan
tersebut terletak pada pada cakupan penerima manfaat, alokasi anggaran maupun
frekuensi pencairan. Tabel berikut sebagai gambaran perbedaan desain PKH

sebelum dan saat masa krisis pandemi COVID-19:



Perubahan Desain PKH Sebelum dan Saat Masa Krisis COVID-19

Kriteria Sebelum Krisis Saat Krisis COVID-19
Cakupan Penerima | 9,2 juta KPM (tahun 2019) 10 juta KPM

Manfaat

Alokasi Anggaran 29.13 triliun 37.4 triliun (penambahan 8.3

triliun)  atau  perubahan

anggaran mencapai 25 persen

Frekuensi Pencairan | Setiap 3 (tiga) Bulan Setiap bulan dari April sampai
1. Januari - Maret Desember 2020
2. April = Juni

3. Juli - September
4. Oktober - Desember

Kementerian Sosial (2020), diolah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perubahan-perubahan yang
dilakukan oleh pemerintah pada desain PKH. Dalam prosesnya, hal tersebut juga
dapat dilihat berdasarkan data perluasan cakupan penerima manfaat PKH di
Indonesia sebelum dan selama masa krisis COVID-19. Kementerian Sosial melalui
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebelumnya
telah mempublikasikan data berkala mengenai KPM PKH secara nasional di
Indonesia. Kemudian, berdasarkan data penyaluran bulan Mei 2020, terdapat
perluasan cakupan penerima manfaat hingga mencapai 10 juta KPM yang telah
dilakukan oleh Kementerian Sosial. Adanya penambahan cakupan KPM tersebut
dapat dilihat melalui gambaran studi pada 10 provinsi dengan tingkat kasus COVID-
19 tertinggi, seperti yang ditunjukkan dalan grafik berikut:



Grafik 1.3 Perluasan Cakupan KPM pada Studi di 10 Provinsi
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Selain itu, berdasarkan olahan data dari Kementerian Sosial mengenai perluasan
cakupan penerima KPM, persentase perluasan cakupan tersebut sangat bervariasi
pada provinsi-provinsi yang dijadikan studi kasus. Persentase tertinggi ditempati
oleh DKI Jakarta hingga mencapai 75,87 persen, kemudian diikuti Papua mencapai
59,72 persen, Nusa Tenggara Barat dengan angka 20,83 persen, Jawa Tengah
dengan angka 20,22 persen, dan Banten dengan angka 20 persen. Kenaikan pada
daerah lainnya berada pada kisaran 12-19 persen, yaitu Jawa Timur sebesar 18,24
persen, Jawa Barat sebesar 16,24 persen, Sulawesi Selatan sebesar 17,13 persen,
Kalimantan Selatan sebesar 12,35 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 18,93

persen.

Gambaran perluasan KPM tersebut pun dapat dilihat aspek komponen penerima
manfaat yang tercakup dalam PKH. Berdasarkan data KPM per bulan Mei 2020,

komponen terbesar yang dibiayai oleh PKH ialah pada aspek kesehatan (anak usia
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dini) dan pendidikan (SD-SMA), dibandingkan kriteria komponen lain, seperti ibu
hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Secara nasional, kriteria komponen anak
usia SD menjadi kriteria tertinggi menjadi 6.192.834 anak, diikuti anak usia SMP
mencapai 3.672.868 anak, anak usia SMA mencapai 2.950.989 anak, dan anak usia
dini mencapai 2.889.733 anak. Sedangkan, kriteria komponen lansia mencapai
1.604.720 orang, disabilitas mencapai 118.046 orang, dan ibu hamil mencapai
59.476 orang. Berikut grafik gambaran proporsi kriteria komponen yang termasuk
ke dalam KPM PKH per bulan Mei 2020.

Proporsi Kriteria Komponen Penerima Manfaat Berdasarkan Aspek
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Pola besarnya proporsi aspek komponen pendidikan dan kesehatan dibandingkan
kesejahteraan sosial pun dapat dilihat pada 10 provinsi pada studi ini. Provinsi Jawa
Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah masih mendominasi sebagai provinsi dengan
jumlah kriteria komponen penerima manfaat tertinggi pada aspek pendidikan.
Namun, di Provinsi Jawa Timur, aspek kesejahteraan sosial justru lebih tinggi
dibandingkan aspek kesehatan yang ditandai dengan jumlah penerima manfaat
lansia dan disabilitas yang lebih tinggi ketimbang ibu hamil maupun anak usia dini.
Berikut grafik gambaran proporsi aspek komponen PKH pada 10 provinsi di

Indonesia.



Grafik 1.5 Proporsi Aspek Komponen PKH di 10 Provinsi
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Uraian di atas menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki gambaran kerentanan
maupun kebutuhan yang berbeda-beda jika ditilik berdasarkan aspek pendidikan,
kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Setiap kerentanan tersebut perlu digali
kembali berdasarkan tinjauan isu berdasarkan aspek komponen dan kerentanan
yang terjadi saat pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat ditemukan pada bagian
berikutnya.
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Tinjauan Isu Kesejahteraan Rumah Tangga
Berdasarkan Aspek Komponen Program

Keluarga Harapan

Situasi yang tengah dihadapi pada pandemi COVID-19 saat ini memang
mengakibatkan krisis sosio-ekonomi yang akan berisiko mengantarkan banyak
masyarakat ke jurang kemiskinan. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan jaring
pengaman sosial di masa krisis yang berperan sebagai instrument efektif untuk
mengurangi kemiskinan, mendukung konsumsi bagi rumah tangga miskin dan
melengkapi kebijakan makro-ekonomi lainnya, membangun modal manusia dan
mengurangi risiko sosial (penurunan kesejahteraan maupun kehilangan pekerjaan),
serta mendorong kohesi sosial dan menfasilitasi implementasi kebijakan lain
(Davies & McGregor, 2009). Adanya PKH sebagai salah satu bantuan sosial yang
digulirkan pada masa krisis dapat menjadi gambaran bagaimana tipe ini dapat
melindungi rumah tangga dari risiko kemiskinan dan ketidakberdayaan yang muncul

di masa krisis.

Sebagai pertimbangan dalam implementasi jaring pengaman sosial di masa krisis,
setidaknya terdapat tiga hal yang perlu digarisbawahi. Davies & McGregor (2009)
menyebutkan bahwa jaring pengaman sosial harus melihat karakteristik kerentanan
dari struktur ekonomi atau sektor-sektor yang paling rentan. Kemudian, jaring
pengaman sosial pun harus melihat persebaran kerentanan di berbagai daerah yang
berbeda satu sama lain. Terakhir, jaring pengaman sosial harus melihat dampak

krisis terhadap rumah tangga maupun individu yang mengalami kerentanan.

Jika ditelaah lebih jauh, dampak sosio-ekonomi COVID-19 pun akan menerpa
berbagai aspek di masyarakat, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan

sosial. Pada aspek pendidikan, penutupan sekolah dan pemindahan aktivitas belajar



ke rumah akan memengaruhi adanya perubahan pada pola belajar dan aktivitas
terkait lainnya yang berdampak terhadap kondisi kesejahteraan anak. Selain itu,
pada aspek kesehatan, pembatasan sosial pun menyebabkan berbagai akses
terhadap layanan kesehatan dasar terhambat. Pada aspek kesejahteraan sosial,
kerentanan yang dialami oleh lansia dan disabilitas terhadap COVID-19 menjadi

catatan penting yang tidak dapat diabaikan.

Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Pendidikan

Kerentanan pada aspek-aspek tersebut tentu akan sangat berbeda di berbagai
provinsi. Secara umum, pada aspek pendidikan, tantangan terbesar yang dialami
oleh rumah tangga adalah risiko putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Risiko
anak putus sekolah pun akan menimbulkan berbagai kerentanan lain, termasuk
kerentanan terhadap potensi kekerasan dan eksploitasi, pelanggaran hukum akibat
penggunaan obat terlarang dan kriminalitas (Kementerian Sosial, 2020). Melihat hal
tersebut, berbagai program terkait pendidikan diarahkan untuk menurunkan angka
putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun, pada
realisasinya, tantangan yang harus dihadapi adalah semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin rendah pula APM.

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019

SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat

Laki-laki 97,63 78,87 59,40
Perempuan 97,65 79,96 62,38
Perkotaan 97,97 82,05 64,43
Perdesaan 97,25 76,36 56,27
Non-Disabilitas 97,71 79,62 61,11
Disabilitas 88,84 52,90 31,44
Total 97,64 79,40 60,84

BPS, Susenas Maret 2019



Berdasarkan provinsi, tingkat partisipasi murni tersebut sangat beragam. Secara
nasional, provinsi-provinsi berikut telah melebih APM pada tingkat SD yang
mencapai 97,65 persen, kecuali Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Papua.
Kemudian, pada tingkat SMP, Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan, dan Papua masih tertinggal dari APM secara nasional yang
mencapai 79,96 persen. Sedangkan, di tingkat SMA, banyak provinsi masih jauh di
bawah APM nasional, kecuali Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang angkanya
melebihi APM nasional yang telah mencapai 62,38 persen. Berikut tabel APM di 10

provinsi yang menjadi fokus dalam studi ini.

Grafik 1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 di 10 Provinsi
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Dampak COVID-19 tentu sangat signifikan. Aktivitas belajar yang biasa dilakukan di
sekolah kemudian dipindahkan ke rumah dan sangat bergantung dengan
penggunaan teknologi internet. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi keluarga
dengan pendapatan rendah, bukan hanya dalam bentuk penyediaan sarana dan
prasarana belajar bagi anak selama belajar di rumabh, tetapi bagaimana memastikan
anak mengikuti proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan baik. Bagi rumah
tangga dengan pendapatan rendah, kesulitan untuk menyediakan teknologi internet
menjadi salah satu kendala yang tidak dapat diabaikan sehingga membutuhkan

penanganan yang lebih besar.

Selain itu, proses belajar dari rumah pun tidak dapat memastikan semua anak
mengikuti proses tersebut dengan baik. Secara gender, anak perempuan akan lebih
rentan terhambat karena ikut memikul beban kerja perawatan di rumah selama
kegiatan belajar dari rumah tersebut. Hal ini tentu akan memengaruhi anak
perempuan ketimbang anak-laki dalam berbagai konteks, terutama kemampuan
anak untuk tetap mengikuti proses belajar dalam jangka panjang. Selain itu, pada
anak laki-laki, tekanan untuk berkontribusi kepada keluarga diiringi dengan semakin
suramnya kondisi ekonomi akan mengakibatkan risiko putus sekolah (World Bank,
2020). Dengan kondisi tersebut, jaring pengaman sosial yang fokus mendorong
keluarga untuk tetap memperhatikan pendidikan mereka sangat dibutuhkan pada
masa krisis seperti ini. Adanya PKH yang memberikan bantuan tunai pada aspek
pendidikan dari jenjang SD sampai SMA membantu keluarga untuk tetap

mengirimkan anak mereka ke sekolah di masa krisis maupun setelah krisis berakhir.

Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh rumah tangga adalah
penyediaan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi usia balita.
Akses layanan kesehatan yang memadai pada masa kehamilan, persalinan maupun
pascapersalinan tentu akan menentukan keberlangsung hidup ibu dan bayi, serta

akan menekan angka kematian ibu dan bayi.



Berdasarkan Survei Angka Sensus (Supas) tahun 2015, angka kematian ibu (AKI)
mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Kemudian, angka kematian
neonatal (AKN) mencapai 15 per 1000 KH, angka kematian bayi mencapai 24 per
1000 KH dan angka kematian balita mencapai 32 per 1000 KH, berdasarkan Survei
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Sebagian besar angka kematian
ibu dan anak tersebut terjadi di desa maupun kelurahan, puskesmas dan rumah
sakit. yang juga berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan di tingkat pertama.
Layanan kesehatan dasar di sini tentunya adalah akses terhadap fasilitas kesehatan

yang melibatkan tenaga medis di bidang persalinan secara profesional.

Selain isu di atas, aspek kesehatan pada komponen PKH juga memiliki perhatian
besar terhadap permasalahan gizi. Dua sorotan pada isu adalah terkait dengan
status gizi buruk dan gizi kurang pada balita, serta masalah stunting (status gizi
pendek dan sangat pendek). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun
2018, balita dengan gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2018 mencapai 17,7
persen, sedangkan balita stunting masih terdapat sekitar 11,5 persen balita dengan
status sangat pendek dan 19,3 persen lainnya berstatus pendek. Penyebab tingginya
permasalahan gizi balita di atas tidak lain banyak dipengaruhi oleh rendahnya

asupan gizi yang baik pada masa kehamilan.

Secara nasional, prevalensi stunting masih berada pada angka 29,7 persen.
Berdasarkan grafik di atas, beberapa provinsi yang memiliki tingkat stunting di atas
angka nasional adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Papua, Kalimantan Selatan,
dan Sulawesi Selatan. Provinsi lainnya masih berada di bawah angka nasional tetapi
tetap membutuhkan upaya pencegahan bersama untuk menangani permasalahan
gizi melalui penyediaan jarring pengaman sosial yang mencakup kebutuhan akan

asupan gizi bagi anak usia dini.



Grafik 1.7 Grafik Prevalensi Stunting di 10 Provinsi
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Pada situasi COVID-19, risiko kesehatan amat menantang dihadapi oleh perempuan,
terutama ibu hamil dan menyusui. Pada saat krisis, layanan kesehatan reproduksi
dan seksual bagi ibu hamil akan tertunda dengan adanya pembatasan sosial. Hal
tersebut menimbulkan kerentanan baru bagi ibu hamil dan berisiko mengakibatkan

kematian ibu disebabkan kurangnya sumber daya pada saat krisis.

Pada studi mengenai wabah Ebola di Kongo, memang terdapat kesulitan untuk
memberikan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang berakibat pada
kematian ibu hamil. Kemudian, banyak dari mereka yang diduga terinfeksi pun
diabaikan oleh layanan yang ada. Pada akhirnya, banyak dari ibu hamil harus
melahirkan di rumah yang cenderung berisiko. Studi lain pada kasus Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS) di Asia, banyak dari ibu hamil memiliki insiden yang
tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan neonatal. Hal ini tentu menjadi perhatian
penting bagi adanya jaring pengaman sosial yang melihat situasi kerentanan

terhadap ibu hamil dan anak usia dini pada saat COVID-19.



Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek terakhir ialah mengenai kesejahteraan sosial. Pada sisi penyandang
disabilitas, tantangan yang dihadapi ialah terkait dengan kerentanan penyandang
disabilitas terhadap risiko kemiskinan. Berdasarkan Survei Ketenagakerjaan
Nasional (Sakernas) tahun 2017, penduduk usia kerja penyandang disabilitas secara
nasional berjumlah lebih dari 21 juta orang. Sebesar 51,18 persen dari angka
tersebut adalah jumlah angkatan kerja disabilitas atau mencapai 11 juta orang,
sedangkan 48,82 persen di antaranya adalah bukan angkatan kerja penyandang

disabilitas.

Kemudian, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja mencapai 96,31 persen dan
pengangguran terbuka mencapai 3,69 persen. Sebagian besar permasalahan
disabilitas di Indonesia ialah kerentanan terhadap risiko eksklusi dan kemiskinan
karena masih banyaknya hambatan dan upaya pembatasan hak-hak penyandang
disabilitas walaupun telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Belum lagi, sebagian besar penyandang disabilitas berusia

60 tahun ke atas atau mencapai 46 persen dari total populasi lansia.

Masih terkait pada aspek di atas, kerentanan juga dihadapi oleh lansia. Berdasarkan
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, jumlah lansia di Indonesia
mencapai 24,49 juta jiwa dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang
memiliki karakteristik penduduk menua (ageing population) disebabkan jumlah
penduduk usia 60 tahun ke atas telah mencapai angka 9,27 persen. Melihat situasi
tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lansia, seperti fisik,
mental, psikososial maupun ekonomi yang juga diperburuk dengan terbatasnya
akses layanan sosial dan ekonomi. Isu ini kemudian berpengaruh terhadap

penurunan kemampuan dan usia harapan hidup lansia.

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, rasio ketergantungan penduduk lansia
mencapai 15,01. Maksudnya, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus
memikul tanggungan sekitar 15 orang penduduk lansia. Kemudian, berdasarkan
studi TNP2K pada tahun 2019, tingkat kemiskinan berdasarkan kelompok usia
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem banyak ditemukan pada penduduk

lansia. Sekitar 80 persen penduduk usia 65 tahun tinggal pada rumah tangga dengan



konsumsi per kapita di bawah Rp50.000 per hari. Angka tersebut pun semakin buruk
pada tingkat usia yang lebih tua.

Permasalahan lain yang cukup genting adalah kelompok lansia sangat lekat dengan
dimensi gender. Data dari Susenas tahun 2017, sebanyak 53 persen penduduk usia
65 tahun ke atas ialah perempuan. Dari angka tersebut, 14 persen lebih menghadapi
risiko kemiskinan yang lebih besar. Sebesar 56 persen lansia perempuan berisiko
lebih tinggi untuk menjadi janda. Selain itu, 15 persen lansia perempuan berisiko
lebih tinggi untuk hidup sendiri. Kemudian, lansia perempuan juga akan terbatas
secara peluang untuk masuk ke lapangan kerja dan menjadi tanggungan keluarga

mereka untuk menghidupi mereka (76 persen).

Di sisi lain, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa lansia perempuan
menjadi kepala rumah tangga (KRT) yang tentu masih harus memenuhi kebutuhan
keluarga. Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019 oleh BPS, angkanya
mencapai 34,89 persen. Tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai
oleh lansia perempuan akan memiliki risiko status ekonomi yang relatif rendah dan
memengaruhi kondisi kesejahteraan rumah tangga tersebut. Berikut tabel

persentase KRT lansia perempuan di 10 provinsi yang menjadi fokus dalam studi ini.

Grafik 1.8 Persentase KRT Lansia Perempuan di 10 Provinsi
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Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek kesehatan,
pendidikan maupun kesejahteraan sosial menjadi sangat mendesak dan perlu
ditingkatkan bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki risiko besar
terperangkap pada jurang kemiskinan pada masa COVID-19. Salah satu upaya yang
tengah digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan penyesuaian
terhadap bantuan sosial tunai bersyarat PKH yang termasuk ke dalam skema jaring
pengaman sosial di Indonesia untuk merespons dampak sosio-ekonomi COVID-19.

Selanjutnya, akan dibahas tantangan pemberian PKH di masa krisis.

Tantangan Pemberian Program Keluarga

Harapan pada Masa COVID-19

Dalam upaya penerapan PKH saat ini, tentu akan menghadapi berbagai tantangan
dalam menyediakan jaring pengaman sosial secara menyeluruh. Bastagli (2014)
menyebutkan setidaknya tiga tantangan utama, yakni: pertama, fleksibilitas
kebijakan dan kapasitas adaptif dalam perancangan dan penyaluran program. Hal
ini mencakup struktur dan regulasi dari kebijakan yang ada, serta kompleksitas
mekanisme penyaluran program. Kedua, kemampuan anggaran untuk cakupan
penerima manfaat yang luas. Pengaturan anggaran dilakukan secara memadai
untuk respons krisis secara cepat. 7erakhir, perencanaan dan persiapan respons

perlindungan sosial di masa krisis.

Tantangan pertama amat erat dengan upaya penentuan sasaran penerima manfaat.
Pada saat krisis, penentuan penerima sasaran harus mempertimbangkan
perubahan kondisi masyarakat secara cepat dan menangkap kerentanan terhadap
krisis (shock-responsive targeting). Sedangkan, sumber data yang ada saat ini
belum banyak diperbaharui dan menjadi dasar kebijakan atau program untuk
menggapai kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di situasi

krisis.

Berbagai kritik dilontarkan terkait dengan penentuan penerima manfaat berbagai

bantuan sosial di masa krisis, termasuk PKH. Saat ini, data yang digunakan untuk



menentukan perluasan cakupan penerima manfaat PKH yang mencapai 10 juta
orang ialah DTKS. Basis data ini merupakan informasi status sosial dan ekonomi
dari kelompok 40 persen penduduk di Indonesia yang memiliki tingkat pendapatan
rendah yang miskin dan hampir miskin. Pada pengelompok rumah tangga dalam
DTKS, terdapat empat pembagian desil, yakni desil 1 (kelompok 1-10 persen
terendah), desil 2 (11-20 persen terendah), desil 3 (21-30 persen terendah), dan desil
4 (31-40 persen terendah).

Cakupan tersebut dianggap cukup untuk menjadi dasar pemenuhan kebutuhan
penentuan target penerima manfaat perlindungan sosial. Namun, berdasarkan
keterangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian
Sosial, data yang tertera di DTKS terakhir diperbaharui per bulan Januari 2020.
Sedangkan, basis DTKS secara keseluruhan merupakan data yang terhimpun secara
masif pada tahun 2015. Pada tahun 2015, tingkat akurasi data yang terhimpun
mencapai 85 persen. Sedangkan, dari tahun ke tahun, upaya pengayaan data untuk
memperkuat akurasi data tersebut menurun. Berdasarkan telaah yang dilakukan
oleh The Smeru Research Institute (2020), pada tahun 2019, terdapat sekitar 60
kabupaten/kota yang tidak melakukan pembaharuan data, sehingga akurasi data
tentang rumah tangga yang tercakup dalam DTKS masih sangat kurang. Pada masa
COVID-19 ini pun, sejumlah daerah belum memenuhi kuota penerima bansos seperti
yang disebutkan oleh Kementerian Sosial. Padahal, hal ini sangat menentukan
implementasi program dan kelayakan penentuan penerima manfaat yang diperluas

dalam penyesuaian desan PKH di masa krisis.

Implikasinya, potensi ketidaktepatan sasaran dari penentuan penerima manfaat
tersebut akan sangat besar. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (2020),
banyak sasaran PKH yang seharusnya berada pada desil 1 dan 2 tetapi desil 3-10
pun menikmatinya. Catatan tersebut merupakan distribusi rumah tangga penerima
PKH pada tahun 2015 dan 2017 pada situasi normal. Pada situasi krisis, potensi
ketidaktepatan sasaran tersebut akan menjadi sangat besar ditambah dorongan
untuk memberikan bantuan sosial tunai yang cepat di seluruh Indonesia. Padahal,
tingkat kerentanan menjadi miskin dan hampir miskin sangat besar pada masa
krisis. Tanpa adanya bantuan sosial kepada rumah tangga yang membutuhkan akan
membuat proses pemecahan masalah rumah tangga terhadap situasi krisis

ekonomi, berjalan sulit.



Selain terkait dengan akurasi data, permasalahan lain yang harus dihadapi oleh
pemerintah dalam hal fleksibilitas kebijakan adalah mekanisme penyaluran
program. Pada masa COVID-19, tantangan ini menjadi lebih besar seiring
diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina maupun isolasi
mandiri di berbagai daerah. Kementerian Sosial menguraikan bahwa mekanisme
penyaluran tersebut dilakukan oleh kesiapan lembaga mitra penyalur, seperti Kantor
POS Indonesia dan bank-bank penyalur, untuk memastikan protokol kesehatan
tersedia dengan infrastruktur yang mendukung, seperti penambahan jumlah loket

maupun pembukaan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Walaupun begitu, program bantuan tunai pada masa krisis seharusnya
membutuhkan mekanisme penyaluran menggunakan sistem elektronik jika
memungkinkan. Kebutuhan ini memang membutuhkan upaya besar dalam bentuk
peningkatan inklusi keuangan bagi KPM, terutama bagi rumah tangga yang biasanya
mendapatkan bantuan secara tunai dan tidak terhubung dengan teknologi
keuangan, baik pada konteks perdesaan maupun perkotaan. Namun, pergantian
menuju sistem elektronik seperti ini diperlukan dan sangat penting, serta dapat
memberdayakan KPM dan meminimalisir risiko disebabkan adanya konsentrasi

antrian proses penyaluran, ketidakteraturan jadwal pencairan, dan lain-lain.

Kemudian, terkait kemampuan anggaran untuk cakupan penerima manfaat yang
lebih luas, Kementerian Sosial telah mendapatkan mandat sebanyak 37.4 triliun,
yang diantaranya ditujukan untuk program bantuan sosial tunai bersyarat PKH.
Peningkatan komponen indeks bantuan mencapai 25 persen untuk 10 juta KPM
dinilai cukup responsif untuk memperluas cakupan penerima manfaat PKH. Namun,
peningkatan anggaran tersebut juga harus dibarengi dengan kecepatan realisasi

anggaran dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan tunai tersebut.



Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk
memperbaiki implementasi PKH pada masa pandemi COVID-19, terutama bagi

Kementerian Sosial:

Melakukan pemutakhiran data jumlah penyaluran kepada KPM berdasarkan
daerah dan jumlah penerima dan berdasarkan komponen penerima
manfaat. Hal ini harus dilakukan secara simultan, transparan dan dapat
diakses publik, sehingga dapat membuka ruang pengawasan dan evaluasi
kepada publik. Upaya ini dapat diintegrasikan dengan sisitem manajemen
menyeluruh  yang telah dikembangkan, yakni Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan diperbaharui secara
berkala;

Membuka ruang pengaduan yang tanggap dan cepat dalam penanganan
potensi maladministrasi maupun ketidaktepatan sasaran dalam pemberian
bantuan PKH, terutama kepada kategori penerima dari perluasan cakupan
penerima manfaat PKH. Tantangan ini banyak terlihat dalam proses
perluasan cakupan penerima manfaat pada masa pandemi dan penyaluran
bantuan kepada sasaran yang membutuhkan dengan pelbagai
pertimbangan karakteristik penerima manfaat maupun lokasi geografis
untuk menyediakan mekanisme penyaluran yang tepat strategi dan sasaran;
Untuk melihat efektivitas program PKH secara menyeluruh di masa
pandemi COVID-19, diperlukan penelitian mendalam dan analisis
implementasi kebijakan lanjutan mengenai dampak program PKH kepada
rumah tangga penerima manfaat, terutama perempuan. Selain itu, penelitian
tersebut juga diperlukan untuk melihat komplementaritas dengan program
jaring pengaman sosial lain di masa pandemi COVID-19, seperti Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Program Sembako, Program Kartu Prakerja maupun
program lain dalam lingkup pendidikan, seperti Program Kartu Indonesia
Pintar (KIP).
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The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for
Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh
sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TIl merupakan lembaga
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari
hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan

perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada
debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil
kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi

masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TIl adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku
kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

demokratis.

Misi TIl adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen,
dan nonpartisan, serta menyalurkan hasilhasil penelitian kepada para pembuat
kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas

kebijakan publik di Indonesia.

TIl juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, Tl memiliki
posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta

mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.



Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi
bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam
rangka mencapai visi dan misi Tl antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik,
pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana TII), penerbitan kajian
bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris), kajian kebijakan
(Policy Assessmen), kajian tahunan (/ndonesia Repori), serta forum diskusi bulanan

(The Indonesian Forum).






